BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TAHUN ANGGARAN 2022

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kudus.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kudus.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan Daerah vyang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.138.777.595.583,00 (dua
triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh
puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima
ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar
Rp426.346.627.781,00 (empat ratus dua puluh enam miliar
tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh
ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi
Rp2.565.124.223.364,00 (dua triliun lima ratus enam puluh
lima miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
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Pendapatan Daerah

Semula Rp1.966.922.958.000,00

(£
2. Bertambah Rp57.331.563.439,00
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp2.024.254.521.439,00
Belanja Daerah
1. Semula Rp2.138.777.595.583.00
2. Bertambah Rp426.346.627.781,00
Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan Rzp2.565.124.223.364,00

Pembiayaan Daerah

1.

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rpl171.854.637.583,00
b. Bertambah Rp374.709.064.342,00
Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Daerah setelah Rp546.563.701.925,00
perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp0,00

b. Bertambah Rp5.694.000.000,00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah perubahan Rp5.694.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan  Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran Il Daftar nama penerima, alamat penerima,

dan besaran hibah;

Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima,

dan besaran bantuan sosial.

Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis,Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;
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f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian  Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

g Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

h. Lampiran VIII  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
dalam  Rancangan  Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,

pada tanggal 10 Oktober 2022
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Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 11 Oktober 2022
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